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oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569). 

 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398). 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations 

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319). 

 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4152). 

 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724). 

 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851). 

 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740). 

 
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4751). 

 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059). 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601). 

 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang 

Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860). 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2055). 

 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi 
Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5276). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat 
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) 
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5047). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi 

mendefinisikan Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083). 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5609). 

 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019 tentang Buku I Agenda Pembangunan 
Nasional. 
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Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang 

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan 
Perpajakan Atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan 
Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis 

Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak Dan Gas Bumi. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang 
Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 
Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi Dan 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek 

Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.0ll/2014 tentang Pengurangan 

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan 
Minyak Bumi dan Gas Bumi Pada Tahap Eksplorasi. 

 
Permen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 
 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2013 tentang Tata Cara 

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk 
Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi.  
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Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. PTK-059/SKKO0000/2015/S0. 
 
Putusan Pengadilan  
 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 
Desember 2004.  

 
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 
Desember 2004. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 
Juli 2005. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Januari 2012. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9 Agustus 
2012. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 
Desember 2018. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 9 Mei 2018. 

 
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-XVI/2018 dalam perkara Pengujian 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
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tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 23 Mei 2018. 

 

ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
IRINE HANDIKA IKA S., Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H.,C.N
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


